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Abstract 

 

 

 

 

 

 
This study aims to analyze the neutrality of civil servants (ASN) within the 

framework of bureaucratic meritocracy in regional head elections (pilkada), 

with a particular focus on identifying structural and institutional factors that 

influence violations of neutrality. This research employs a normative legal 

method using statutory and conceptual approaches. Legal materials are 

classified into primary sources, including laws and regulations governing 

ASN neutrality, secondary sources such as books and scholarly articles, and 

tertiary sources including legal dictionaries. The analysis is conducted 

through qualitative and interpretative techniques to examine the consistency 

between legal norms and their implementation in practice. The findings reveal 

that the persistence of neutrality violations among civil servants is not 

primarily caused by the absence of legal regulation, but rather by weak 

implementation of the merit system, ineffective bureaucratic oversight, and 

inconsistent law enforcement. Supervision mechanisms tend to be reactive 

rather than preventive, while enforcement institutions face fragmentation of 

authority and lack of coordination. Furthermore, the legal culture within 

bureaucracy still tolerates political intervention, which undermines the 

principle of professionalism. In conclusion, the study demonstrates that 

ensuring ASN neutrality requires not only adequate regulatory frameworks 

but also institutional strengthening, integrated supervision systems, and 

consistent enforcement mechanisms. These findings contribute theoretically to 

the development of administrative law by emphasizing the importance of 

institutional capacity and legal culture, and practically provide policy 

implications for improving bureaucratic governance and safeguarding 

democratic integrity in Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan profesional. Dalam konteks pemilihan umum, 

khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada), netralitas ASN menjadi isu krusial karena berkaitan 

langsung dengan integritas birokrasi dan kualitas demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, 

ASN seringkali dihadapkan pada situasi dilematis akibat adanya tekanan politik, relasi kekuasaan 

dengan petahana, serta potensi konsekuensi administratif seperti mutasi, demosi, atau bahkan 
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pemberhentian apabila tidak menunjukkan keberpihakan tertentu (Noviantho Rino dkk., 2024).  

Permasalahan netralitas ASN tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris. Berbagai 

regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara yang menegaskan asas netralitas sebagai prinsip dasar dalam 

penyelenggaraan manajemen ASN. Selain itu, ketentuan mengenai disiplin dan perilaku ASN juga 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta regulasi terkait pemilihan kepala 

daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun demikian, data empiris 

menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih terus terjadi dan cenderung meningkat 

pada setiap siklus pemilu.  

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 

ribuan kasus pelanggaran netralitas ASN, dengan persentase signifikan yang terbukti melanggar, 

yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam isu ini 

(Dairani dan Ach Fadlail, 2023). Persoalan netralitas birokrasi memiliki akar yang panjang sejak 

masa Orde Baru, di mana birokrasi dijadikan sebagai instrumen politik untuk mendukung 

kekuasaan pemerintah. Pada masa tersebut, keterlibatan pegawai negeri sipil dalam aktivitas politik 

praktis merupakan fenomena yang sistemik dan terstruktur, sehingga mengaburkan batas antara 

jabatan karier dan jabatan politik (Firman, 2017).  

Meskipun reformasi telah membawa perubahan signifikan dengan menegaskan pemisahan 

antara birokrasi dan politik, praktik politisasi birokrasi masih menunjukkan gejala yang berulang 

dalam konteks kontestasi politik lokal. Dalam perspektif akademik, politisasi birokrasi berdampak 

pada menurunnya profesionalitas, akuntabilitas, serta integritas lembaga pemerintahan. Birokrasi 

yang seharusnya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik secara netral justru berpotensi 

menjadi alat kepentingan politik tertentu. Kondisi ini tidak hanya mengganggu prinsip meritokrasi 

dalam manajemen ASN, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Bustamil Muhidin, 2020; Rakhmawanto, 

2020; Pratama dkk., 2023).  

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek pelanggaran netralitas ASN, mekanisme 

pengawasan, serta penegakan sanksi administratif. Namun masih terdapat keterbatasan kajian yang 

secara spesifik mengkaji peran sistem meritokrasi sebagai instrumen preventif dalam meningkatkan 

netralitas ASN, khususnya dalam konteks pilkada. Terdapat kesenjangan penelitian (research gap) 

yang menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan sistem merit 
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dapat berkontribusi dalam meminimalisasi politisasi birokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengembangkan kajian hukum administrasi negara, 

khususnya terkait penguatan netralitas ASN melalui pendekatan sistem merit.  

Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari regulasi yang ada, tetapi juga 

menganalisis efektivitas penerapan prinsip meritokrasi sebagai upaya preventif dalam menjaga 

profesionalitas ASN dalam kontestasi politik. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, konsep teoritis, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk 

menganalisis secara sistematis hubungan antara sistem merit dan netralitas ASN dalam 

penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum terkait netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada 

di Indonesia? (2) Bagaimana peran sistem merit dalam meningkatkan netralitas ASN dalam pilkada? 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan serta konsep-konsep hukum dalam literatur akademik. Pendekatan yang 

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah 

regulasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pendekatan konseptual (conceptual 

approach) yang mengkaji doktrin dan teori mengenai netralitas, meritokrasi, dan profesionalitas 

birokrasi. Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah 

yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum yang mendukung 

pemahaman konseptual. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dalam 

menjelaskan dan menganalisis permasalahan netralitas ASN dalam konteks pemilihan kepala 

daerah (Noviantho Rino dkk., 2024).  

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 

teknik penelusuran dan inventarisasi sumber hukum yang relevan. Bahan hukum dianalisis 

menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan preskriptif. Analisis 

interpretatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum yang mengatur netralitas ASN, 

sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai peran sistem 

merit dalam menjaga netralitas ASN. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan 

identifikasi bahan hukum, penafsiran norma, pengkajian keterkaitan antara sistem merit dan 
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netralitas ASN, serta perumusan argumentasi hukum untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang tidak hanya 

deskriptif, tetapi juga argumentatif dan solutif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sistem Merit dalam Birokrasi 

Sistem merit merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam setiap 

proses manajemen kepegawaian. Secara normatif, sistem ini telah diatur secara tegas dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian diperbarui 

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan 

ASN harus dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Dalam 

perspektif teoritis, sistem merit juga dipahami sebagai mekanisme yang memastikan bahwa 

kemajuan karier ASN ditentukan oleh prestasi dan kontribusinya terhadap pelayanan publik, bukan 

oleh kedekatan dengan kekuasaan (Erwin dkk., 2024; Glenn, 1971).  

Apabila dianalisis lebih lanjut, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu 

menjamin implementasi sistem merit secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara norma hukum (das sollen) dan realitas praktik (das sein), di mana dalam praktiknya masih 

ditemukan intervensi politik dalam proses promosi dan mutasi jabatan ASN. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa sistem merit belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen yang mampu 

menekan politisasi birokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dengan 

demikian, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya 

implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem merit tersebut (Annafi, Safrida, dan 

Stehani Aprilia, 2025).  

Sistem merit memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab permasalahan netralitas ASN. 

Dalam kerangka normatif, sistem ini dirancang untuk memutus hubungan transaksional antara 

ASN dan aktor politik dengan menjadikan indikator objektif sebagai dasar pengambilan keputusan 

dalam manajemen kepegawaian. Akan tetapi, relasi kekuasaan antara pejabat pembina 

kepegawaian dan ASN seringkali menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan. Hal ini 

memperlihatkan bahwa tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif, sistem merit berpotensi 

mengalami distorsi dan tidak mampu mencapai tujuan idealnya sebagai penjaga netralitas birokrasi. 

Lebih lanjut, analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan sistem 
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merit tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.  

Terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran 

meritokrasi. Sementara itu, secara kultural, praktik patronase dan loyalitas personal masih menjadi 

faktor dominan dalam birokrasi, yang pada akhirnya menggeser prinsip profesionalisme. Kondisi 

ini memperkuat argumen bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan 

regulasi semata, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya organisasi yang berorientasi pada 

integritas dan kinerja (Khorisma et al., 2025).  

Peran lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi sangat 

penting dalam memastikan konsistensi penerapan sistem merit. Namun, efektivitas pengawasan 

KASN juga masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi kewenangan maupun implementasi 

rekomendasi yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem merit harus diiringi 

dengan penguatan kelembagaan pengawas serta peningkatan kepatuhan instansi pemerintah 

terhadap prinsip-prinsip meritokrasi. Tanpa adanya pengawasan yang kuat dan independen, sistem 

merit berpotensi hanya menjadi norma formal yang tidak memiliki daya paksa dalam praktik.  

Temuan utama dalam sub bahasan ini menunjukkan bahwa sistem merit secara normatif telah 

dirancang sebagai instrumen untuk menjaga netralitas ASN, namun secara implementatif belum 

berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik politisasi birokrasi yang memanfaatkan 

celah dalam sistem kepegawaian. Sistem merit belum sepenuhnya efektif dalam menjamin netralitas 

ASN dalam konteks pilkada, sehingga diperlukan upaya penguatan yang lebih komprehensif baik 

dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya birokrasi. Penguatan sistem merit perlu 

dilakukan melalui integrasi sistem digital dalam manajemen kepegawaian, peningkatan 

transparansi dalam proses promosi dan mutasi jabatan, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap 

pelanggaran prinsip meritokrasi. Selain itu, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk menjaga 

independensi birokrasi dari intervensi kekuasaan. Sistem merit tidak hanya berfungsi sebagai 

norma hukum, tetapi juga sebagai mekanisme efektif dalam mewujudkan birokrasi yang 

profesional dan netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 

B. Pengawasan Birokrasi 

Pengawasan birokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan 

instrumen penting dalam menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Prinsip netralitas ASN 

telah ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, yang menyatakan bahwa: 

“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: netralitas.” 
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Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

juga telah mengatur bahwa: 

(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. 

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. 

 Dari kedua pasal di atas telah menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan 

intervensi politik. Selain itu, Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu secara eksplisit melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum telah memberikan landasan yang kuat bagi 

pengawasan birokrasi dalam menjaga netralitas ASN (Gunanto dan Djoni, 2020).  

Analisis terhadap praktik menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum 

sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran. Hal ini terlihat dari masih tingginya keterlibatan 

ASN dalam aktivitas politik praktis selama pilkada. Temuan utama dalam sub bahasan ini 

menunjukkan bahwa pengawasan birokrasi masih bersifat reaktif, yakni baru berjalan setelah terjadi 

pelanggaran, bukan sebagai mekanisme pencegahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

meskipun norma hukum telah jelas, implementasi pengawasan belum mampu menginternalisasi 

prinsip netralitas dalam perilaku ASN secara menyeluruh.  

Pengawasan terhadap netralitas ASN dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang 

berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018. Pengawasan ini juga didukung oleh 

struktur pengawas ad hoc seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, hingga 

pengawas Tempat Pemungutan Suara. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi 

berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta 

keterbatasan kewenangan dalam menindak pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

struktural, sistem pengawasan belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol secara 

optimal (Agustapa dan Sari, 2025).  

Sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN telah diatur secara tegas dalam Pasal 494 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengancam pelaku dengan pidana kurungan dan 

denda. Selain itu, Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga melarang ASN 

memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Bahkan dalam konteks pilkada, Pasal 70 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan larangan bagi pejabat negara, termasuk 

ASN, untuk mengambil tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Keberadaan 

norma-norma ini menunjukkan bahwa secara hukum, perangkat sanksi telah tersedia secara 
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komprehensif. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, efektivitas sanksi tersebut masih belum 

optimal. Tidak semua pelanggaran netralitas ASN berujung pada penegakan hukum yang tegas dan 

konsisten.  

Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek penegakan hukum (law enforcement), 

di mana norma hukum tidak diikuti dengan implementasi yang efektif. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada 

lemahnya komitmen dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran tersebut. 

Dari perspektif teoritis, pengawasan birokrasi merupakan bentuk kontrol terhadap kekuasaan 

administratif yang berpotensi disalahgunakan. Birokrasi yang memiliki kewenangan besar harus 

diawasi agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, netralitas 

ASN merupakan bagian dari prinsip impartiality, yaitu sikap tidak memihak dan objektif dalam 

menjalankan tugas pemerintahan. Apabila pengawasan tidak berjalan efektif, maka birokrasi 

berpotensi menjadi alat kekuasaan politik yang justru merusak prinsip demokrasi dan 

profesionalisme (Sofian Effendi, 2018; Saputra, 2024).  

Pengawasan birokrasi memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas sistem merit 

dalam menjaga netralitas ASN. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan 

justru menjadi faktor yang memperkuat terjadinya politisasi birokrasi. Oleh karena itu, secara 

preskriptif, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang bersifat preventif, peningkatan 

kapasitas kelembagaan Bawaslu, serta integrasi pengawasan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara 

(KASN). Pengawasan birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai 

mekanisme pencegahan yang efektif dalam menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan 

pilkada. 

C. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Netralitas ASN 

Penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan 

elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah. Secara normatif, dasar hukum penegakan tersebut telah diatur dalam berbagai 

regulasi, antara lain Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik, serta Pasal 280 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang ASN terlibat dalam kegiatan 

kampanye. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara yuridis, larangan terhadap keterlibatan ASN 

dalam politik praktis telah dirumuskan secara tegas sebagai dasar penegakan hukum (Gunanto dan 

Djoni, 2020).  
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Penguatan norma larangan juga ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016, yang melarang pejabat negara, termasuk ASN, membuat keputusan atau tindakan 

yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Bahkan, aspek sanksi pidana 

terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang 

memberikan ancaman pidana kurungan dan denda bagi pelanggar.  

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat penegakan hukum yang relatif 

komprehensif. Namun demikian, secara empiris, efektivitas penegakan hukum terhadap 

pelanggaran netralitas ASN masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama 

adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil 

Negara (KASN), dan instansi pembina kepegawaian. Fragmentasi kewenangan ini seringkali 

menyebabkan proses penanganan pelanggaran menjadi tidak optimal dan cenderung berlarut-larut. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, implementasinya 

belum berjalan secara terintegrasi (Agustapa dan Sari, 2025).  

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kecenderungan penegakan hukum yang tidak 

konsisten. Tidak semua pelanggaran netralitas ASN ditindak secara tegas, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan efek jera (deterrent effect). Dalam perspektif 

hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen (norma yang seharusnya) 

dan das sein (realitas yang terjadi). Akibatnya, penegakan hukum tidak mampu berfungsi secara 

optimal sebagai instrumen pengendalian perilaku ASN dalam konteks politik elektoral.  

Pelanggaran netralitas ASN juga dapat dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang melarang ASN memberikan 

dukungan kepada calon kepala daerah. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman ringan, sedang, 

hingga berat, tergantung pada tingkat pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi 

administratif ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, terutama ketika 

pelanggaran melibatkan ASN yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah petahana. Dari sudut 

pandang teoritis, penegakan hukum yang efektif seharusnya memenuhi tiga unsur utama, yaitu 

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.  

Pelanggaran netralitas ASN, ketiga unsur tersebut belum sepenuhnya terwujud. Kepastian 

hukum terganggu akibat inkonsistensi penindakan, keadilan tercederai karena adanya perlakuan 

yang tidak setara, dan kemanfaatan hukum menjadi tidak optimal karena penegakan hukum tidak 

mampu mencegah terjadinya pelanggaran berulang (Sofian Effendi, 2018; Saputra, 2024). Analisis 
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lebih lanjut menunjukkan bahwa kelemahan penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh faktor 

kelembagaan, tetapi juga oleh budaya hukum (legal culture) yang belum mendukung netralitas 

ASN secara penuh. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dianggap sebagai hal yang “lumrah” 

dalam konteks relasi kekuasaan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan netralitas ASN 

tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih 

komprehensif.  

Penegakan hukum memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas sistem merit dalam 

menjaga netralitas ASN. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum 

justru menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi prinsip 

netralitas ASN. Oleh karena itu, secara preskriptif, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, 

konsistensi dalam penerapan sanksi, serta reformasi budaya hukum birokrasi agar penegakan 

hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun kerangka hukum penegakan 

netralitas ASN telah tersedia secara normatif, tantangan utama terletak pada implementasi yang 

belum optimal. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan terfragmentasi berpotensi melemahkan 

integritas demokrasi serta memperkuat praktik politisasi birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan 

langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum agar mampu menjawab 

tantangan tersebut secara efektif dan sistematis. 

KESIMPULAN  

Masalah utama dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bukan terletak pada kekurangan norma hukum, 

melainkan pada lemahnya implementasi sistem merit, pengawasan birokrasi, dan penegakan 

hukum yang belum berjalan secara efektif dan terintegrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun kerangka regulasi telah mengatur secara tegas prinsip netralitas ASN, realitas praktik 

justru memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan. Pengawasan birokrasi 

cenderung bersifat reaktif, sedangkan penegakan hukum masih menghadapi inkonsistensi dan 

fragmentasi kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan netralitas ASN 

merupakan problem struktural dan kultural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui 

pendekatan normatif semata.  

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat perspektif bahwa efektivitas hukum 

administrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kapasitas institusional 

dan budaya hukum yang mendukungnya.  Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi tata kelola 

birokrasi melalui penguatan sistem merit, integrasi pengawasan antara Badan Pengawas Pemilu, 
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Komisi Aparatur Sipil Negara, dan instansi pembina kepegawaian, serta konsistensi dalam 

penegakan sanksi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu menggeser 

pendekatan pengawasan dari yang bersifat represif menuju preventif, serta membangun sistem 

penegakan hukum yang lebih responsif dan akuntabel. Dengan demikian, penguatan kebijakan dan 

tata kelola birokrasi yang berorientasi pada netralitas ASN menjadi prasyarat utama dalam 

mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas di Indonesia. 
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